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PERATURAN DAERAH KAéUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR. 04 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUS| JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIASIIVSELATAN,

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting'guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi Daerah;

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini dipedomani kepada Undang-
Ungang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaiman telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Undang-Undang N mor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 >ntang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas
dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

.- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahu_n 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Iigg)n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara: Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, tambahan
lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor' 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124, tambahan lembaran
Negara republic Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor '39 Tahun 1999 tentang Hak azasi manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran Negara
republic Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, tambahan lembaran
Negara republic Indonesia Nomor 4634); |

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3258);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembara.. Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063); .

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Aci ra Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun ‘999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara; '

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor:150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan

Lingkungan, Tanah untuk Produksi Biomassa;

. Peraturan Pemerintah Nomor, 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air; "'
Peraturan Pemerintah- Nomor-41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4741); ;-
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahaln' Lembaran Negara?Re'puink Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor ‘58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan ; Pemerintah Nomor' 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan ‘Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4593); . .}

Peraturan 'Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara
Pemerintah, . Pemerintahan | Daerah  Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah; ,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Pedoman
Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Keputusan Menteri Dalam Néegeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan
Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan [ain-lain;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penetapan Tarif Retribusi;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias

Selatan;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DAN
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

tMenetapk,an . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

: oo |
) | | ii;a‘, i%‘-i"“g?

" BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

| Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
| 1." Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan; _
" 2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

i ' Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

1

|l seluas-luasnya dalam SIs.temijar1l"l prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
'l LS R sebagaimana;élim'akéuid'idélé(fii!l')hd%bb-undang Dasar Negara Republiki:ilr';\donesia Tahun
o s
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i Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi
. dan Informatika Kabupaten Nias Selatan. |

Dinas Pendapétan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan;

1~ Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi. Daerah sesuai
' dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

.+ Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oieh DPRD
' dengan persetujuan bersama Bupati. |

Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

. Jasa adalah - kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
" menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan
-, atauorang pribadi.

1.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta.
Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan pemerintah daerah
dengan menganut prinsip komersial. .

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan

~ refribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

14,

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

- melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

15.

16.
17.

18.

19.

20.

- Jen

¢. Retibusi Kepelabuhanan; dan
L d. Retribusi_lfguméf; E’otonq Hewan
i coh T

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, dan bentuk badan ainnya.
Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Kantor untuk melakukan pungutan
retribusi. '

Masa Retribusi adalah “angka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
Retribusi untuk memant iatkan pelayanan fasilitas pasar ternak ;

Karcis/ Tanda masuk atau dokumen lain yang disamakan adalah dokumen yang
merupakan tanda pembayaran retribusi pasar mak;

Surat Keterangan jual beli adalah dokumen yang .~enyatakan telah terjadi jual beli temak
di pasar ternak;

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri ( PPNS ) yang selanjutnya disebut penyidik untuk
mencar serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ,
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri ( PPNS ) yang selanjutnya disebut penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2
Obyek Retribusi Daerah adalah Jasa Usaha
Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

-~ Pasal 3

s Retribusi Jésa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :
Loa Retribusi:Pemakaian Kek'gyaan paerah;

b. RetribusiTerminal,
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Bagian Pertama
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

. Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4
Dengan nama Pemakaian Kekayaan Daerah dipu..gut retribusi atas pemakaian kekayaan
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5
(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

4 Pasal 6
Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh, memanfaatkan dan menggunakan Kekayaan Daerah yang diukur berdasarkan
Jenis Kekayaan Daerah dan Jangka Waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

‘ Pasal 7
.: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

, :_Paragraf 3
- Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

o v . * Pasal8
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan

| daerah. -

T - .'Paragraf 4 '
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retrihusi
' ' Pasal 9
(1) Prinsip dan isasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi Pemakaian
{1 Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
_ (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang
' diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efesien dan
berorientasi pada harga pasar.
* (3) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu
" pemakaian.
. .(4) Besamya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau
' sekitamya. BN
(5) Dalam hal ini tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan
_ . sebagai jumlah pembayaran per: satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah
++ U0 unsur-unsur trif yang meliputi : 11 % .
~+. a. Unsur biaya per satuan pényediaan jasa.
© " b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
' (6) Biaya sebagaimana dimaksud paéia{ﬁgyat (4) huruf a, meliputi : .
" a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja
‘ barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua
biaya rutin/periodik la 1nya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.



c. Biaya modal yang berkaitan dehgan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang
berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai
sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa sepertl bunga atas
pinjaman jangka pendek. -

(7) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, ditetapkan dalam persentase
tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan dari modal.

Pasal 10

~Struktur dan besamya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | Peraturan Dagerah ini.

Bagian Kedua
RETRIBUSI TERMINAL

:, Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

: Pasal 11
Dengan nama Retribusi terminal dipungut retrib.~i atas jasa pemakaian terminal sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pekir untuk kendaraan penumpang dan
tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di terminal.

Pasal 12
(1) Objek Retribusi Terminal adalah penyediaan fasilitas yang meliputi :
a. penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum;
b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
(2) tidak termasuk objek retribusi terminal adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas terminal
yang disediakan, dimiliki daiv/atau dikelola pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13
(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas
terminal.
(2) Waijib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu

‘Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 14

:Retnbu3| Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tlngkat Penggunaan Jasa

' ' Pasal 15
(1) Tingkat penggunaan jasa dlhltung berdasarkan frekuensi dan ]angka waktu pemakaian
trin fasilitas termmal umum yang terdm qgn .
"~ a. fterminal TlpeAdan :
~otb. terminal Tipe B o '
(2) Ketentuan Iemh Ian|ut mengenal tlpﬁ‘qan fungsi terminal diatur dengan pg(aturan Bupati
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(2) Wajib Retribusi Kepelabuhanan ad

I termasuk pemungut atau pembto.

. - Paragraf 4 |
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

: - Pasal 16
(1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi terminal didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh pemasukan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan,
- pemeliharaan dan operasional.
(2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk terminal/pangkalan dan
tempat kegiatan usaha serta fasilitas lainnya dikenakan retribusi.
(3) Struktur dan besamya tarif Retribusi Pemakaian Terminal adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran |l Perati ran Daerah ini.

Bagian Ketiga
RETRIBUSI KEPELASUHANAN

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 17
Dengan nama Retribusi Kepelabuhanan dipungut retribusi atas jasa pemakaian pelabuhan

sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan dan tempat kegiatan usaha, fasilitas
lainnya di pelabuhan.

Pasal 18
(1) Objek Retribusi Kepelabuhanan adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, termasuk
fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah yang meliputi :
A. Jasa Pelabuhan
a. Jasa Labuh;
b. Jasa Tambat;
c. Tambatan Pinggiran/Talud;
d. Jasa Tambat di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan
: Khusus;
- B. Jasa Pelayanan dan Fasilitas Pelabuhan
a. Jasa Sandar Kapal Sungai;
b. Jasa Sandar Masuk Pelabuhan;
c. Jasa Tanda Masuk Kendaraan,
d. Jasa Penumpukan Barang di Pelabuhan;
e. Sewa Tanah dan Bangunan;
f. Sewa Ruang Pelabuhan;
g. Jasa Listrik; o
h. Jasa Informasi dan Layanan Air Bersih;
i. DermagaPompaAir, .
j. Jasa Alat Mekanik di Pelabuhan;
k. Keramba lkan, Bangunan Terapung;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanah yang disediakan,

" dimiliki, dan/atau dikelola atau pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

. Pasal 19

g (g1_:) Subjek Retribusi Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan y;a:ng;:menggunakan
t" i pelayanan kepelabuhanan. .« - i :

I
i

alah orang pribadi atau badan yaing"rheri\urut peraturan

. i

|l perundang-undangan refribusi | diwajikan untuk melakukan pembayaran - retribusi

\ng"fi'le_tribusi tertentu.
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A pengadaan, pemeliharaan dan operasional.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

o Pasal 20
Retribusi Kepelabuhanan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara mengukur tingkat Penggunaan jasa

Pasal 21
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian Fasilitas
Kepelabuhanan

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

o - . Pasal 22
(1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi kepelabuhanan didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh pemasukan yang layak sebagai pengganti biaya

(2) Besamya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagairhana tercantum

"+ dalam Lampiran Il Peraturan Daerah ini

. :B‘I"a':gian Keempat
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1
N‘amg, Objgk, dan Subjek Retribusi

 Pasal 23

' 'Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemakaian Rumah
 Potong Hewan.

 Pasal 24

o (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah

pemotongan hewan temak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2 Dikecualikan | dari . objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah

pemotongan hewan temnak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah,
BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 25

~ Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas rumah

potong hewan.

- Paragraf 2
Golongan Retribusi

, Pasal 26
Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf v
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

' Pasal 27
Tinnkat nennniinaan iasa diukur berdasarkan berdasarkan jenis hewan, pemeriksaan hewan



(2)

Q

o Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong
hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai
pengganti pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan pemeriksaan, operasional,
administrasi dan pelayanan pemotongan hewan.

Besamya Tarif Retribusi Tempat Pemotongan Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini

~ BAB i
PENINJAUAN TARIF RETRIBUS

- Pasal 29
Tarif retnbusu dltlnjau kembah pallng Iama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- Penetapan tarif retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Nias Selatan. n

' -~ BABIV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

' " Pasal 30
Pemungutan | Retnbus1 Daerah tidak. dapat diborongkan.

Retribusi dlpungut dengan mengqunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau
Dokumen lain yang dipersamakan.

* Dokumen lain yang dlpersamakan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

karcis, kupon dan kartu langganan.
Hasil pungutan Retribusi disetor ke kas daerah

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati Nias
Selatan. -

. BABV

"KEBERATAN

- Pasal 31

Waijib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Nias Selatan
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.

Keberatan harus diaju :an dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan " luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana umaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi.

Pasal 32
Bupati Nias-Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi. keputusan atas keberatan yang. diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1 adalah untuk membenkan kepastian-

ot deiidiimmm alak



()

(1)

Keputgsan Bupati Nias Selatan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebaglar), menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Nias

Selatan tldak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan. :

. Pasal 33
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran

. Retribusi dlkemballkan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
. untuk paling lama 12 (dua belas) bulan

o

U
o

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan

- sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

. BABVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

‘ ' -Pasal 34 !
Atas keleblhan pembayaran RetrlbUSI Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

(#i pengembalian kepada Bupati Nias Selatan

Bupati Nias Selatan dalam Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak

; diterimanya ;permohonan pengernbalian kelebihan pembayaran RetrIbUSI sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui
dan Bupati Nias Selatan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka

- waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud paa ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu pallng lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB

- atau SKRDLB.

Jika pengembalian kelehihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati Nias Selatan m':mberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembay.-3n Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Nias Sela!an.

BAB Vi
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Reiribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retnbusl dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung. el
Dalam hal diterbitkan' Surat Tegufan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penaglhan dnhltbng $ejdk tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi Secara Iapgsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Waiih Refribusi ‘denaan 'Kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang



(9
. huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

@

@

~ Peraturan Bupatl Nias Selatan.

Pengakuan utang Retribusi secara tldak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

e ' Pasal 36
Piutang Retnbusu yang tidak mungkln ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

. sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati Nias Selatan menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retnbu3| kota yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan plutang Retnbu3| yang sudah kedaluwarsa dlatur dengan
3

' BABVIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

| Pasal 37

) Kepala Daerah berwenang melakukén pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
Retribusi.
Wajib Wajib Retribusi yang dlpenksa wajib:

© a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu

)

(1)

dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengaii Peraturan
Bupati Nias Selatan.
BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 38

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 39

Retribusi Daerah dipungut diwilayah Kabupaten Nias Selatan

o

G
i

"BAB XI
MASA RETRIBUS! DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 40
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain

oleh Kepala Daerah. ‘
Retribusi terutang pada saat dlterbltkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

| - .!“' !
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i Pasal 41



I bAB XVl B

B

L rSeTtnbu3| yang terutang yang tldak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan
- STRD

(2} Penagihan retnbusn terutang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat

 Teguran.

Pyt o ! ;::’;v

'BAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN

-Pasal 42

| (1) 'Pembayaran Retnbu5| yang terutang harus dilunasi sekaligus.
 (2) Tatacara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran retribusi dlaturdengan Peraturan

', Bupati Nias Selatan oo

. iBAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

i S ' Pasal 43 RN
- (1) Pengeluaran Surat Teguran, penngatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

' pelaksanaan penagihan retribusi dlkeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh

s tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang

- sejenis, waijib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat Teguran sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang

i dihunjuk.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44
(1) Bupati Nias Selatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
- retribusi. _ '
(2) Tata cara pemberian p :ngurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasai 45
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluarsa dapat dihapus.
(2) Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Nias Selatan atau pejabat yang dihunjuk.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 46
Bupati Nias Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan, retribusi dengan

‘ménunjuk Inspektorat sebagai pengawa‘s fpelaksanaan retribusi daerah.

i
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(2) Tindak pldana sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
PENYIDIKAN

|| Pasal 48

Pejabat Pegawa: Negen S|p|| tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dlben wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk me‘pkukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.’

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ) adalah pejabati pegawai negeri sipil

tertentu oleh pejabat berwenangh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Wewenang penyldlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Iaporan berkenaan
dengan tindak pidana bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih Iengkap danjelas; i

. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi daerah;

e meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang

retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pehyidikan tindak

pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda
dan/atau dokumen y ang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterang,"nya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyedikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

' BAB XX
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan diberlakukannya Peraturan daerah ini maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Retribusi
Pendistribusian Bibit Tanaman Pertanian Hasil Produksi Daerah;

. Peraturan‘Daerah Kabupaten. Nlas Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi

Rumah Potong Hewan; L

. Peraturan Daerah Kabupate N’as Selatan Nomor 15 Tahun 200§ tentang Retribusi
Hasil Bu |Yan Dufmm Keluar| erah; 5

. Dan ketentuan lain yang bert fangan dengan peraturan Daerah nm dicabut dan
dlnyatakan tidak berlaku lagi. -



BN

‘(2) Hal-hal ya'n:g belum cukup di{dti\j’lﬁgdalam Peraturan Daerah ini. sepanjang mengenai
" pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

- {(8) Lampiran dalam Peraturan daerah ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

Peraturan Daerah ini

I pasal 50

_ }Fi’l'eraturan Daerah ini mulai berléku pada tanggal diundangkan

N i&gar setiap orang dapat mengetéhuin)}é, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
- dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
padatanggal 5 Maret 2012

5 BUPATI NIAS SELATAN,
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LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR  : OY TAHUN 2012
TANGGAL : 5 Maret 20w

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN%KEKAYAAN DAERAH
Pemakalan alat—alat elektronlk/radlo siaran Pemenntah Daerah (RSPD)

a |klan/Prom03| Komersil, kaset Rp 100, perdetllg ‘minimal 30 detik dan minimal 3 (tiga) kali siaran per
o hari

bi  untuk promosn drama komersil Rp 50,- perdetlk minimal 30 detik 1 (satu) kali siaran/hari,

¢. ' publikasi!Sosial Rp 50,- perdetik 1 (satu) kali siaran/hari

d. . berita keluarga, tercecer. Rp 6.000,- 3 (tiga) kali SIaran/han

e

P kupon Pnhhan pendengar Rp 350,- perlembar..’ i

Pemakalan andaraan/Alat—alat berat - _
: - Pemakaian mesin gilas minimum 2 ( dua) han dlkenakan retribusi
e ‘sebesar e et Rp. 150.000,-/hari kerja

- " lebihdar 2 (dua) hari dlkenakan retribusi sebesar ......................................... Rp. 100.000,- /hari kerja
b.  Pemakaian Buldozer dikenakan Retribusi SEDESAN v, Rp. 150.000,-/jam.
C. * Pemakalan Skopel dikenakan sewa SEbESar .............oooovvevvveerreeerrreeo. Rp.  80.000,-/jam.
d. ' Pemakaian Aspl Sprayer dikenakan Retribusi Sebesar ..............oooovvvvvovvvvooo. Rp.  10.000,-/jam.
e. - Pemakaian bechoe Loader dikenakan retribusi sebesar ..., Rp. 150.000,-/jam;

BUPATI NIAS SELATAN,
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LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR  : O4 TAHUN 2012
TANGGAL :@ 5 Maret 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TERMINAL
' Tempat Parkir tintuk kenderaan Penumpang umum dani bus Umum
@ Mobil Bus Angkutan Antar PrOVINST .....ceeeeoreeeesessssissssiivisnisiinnn Rp. 2.000,-
b, Mobil Bus Angkutan Antar Kota ................. RSN T Rp. 1.500,-
¢ Mobil Penumpang antar Kota ..., Rp. 1.000,-
 d. Becak bermotor ........... evsesvsens e e s as s ta et e Rp. 500,

e, Becak tidak DEMOLOT .......o vt Rp. 250,
 Pemakaiah loket karcis mobil bus AKAP & AKDP i e Rp. 25.000,-/bulan
 Fasiitas kamar mandi dan ToiletWC |

8 MANAT oo Rp. 1000,-/1 kali mandi

b, BUANG GITDESAN ..vvvveevessssisseresssisessrsnisissss s Rp. 1000,-/1 kali pemakaian
b, Buang @irKECHl .....ccoevviviiieiein s enevesns b seariatas Rp. 500,-/1 kali pemakaian

Pencucian kenderaan : :

8 BUS BESAN vorooveeeeveeeseeessessessessssssssss s ssssenssssessssessesssssasssessssassssssens Rp. 10.000,-/ sekali cuci
b, Mobil Angkutan Kota .......ccceeerrrnreesnincssnes Rp. 5.000,-/sekali cuci

- Watel o e —— Rp. 50.000,/m2/taht:1

BENGKEL e Rp. 1.500.000,-/tahun

Pemakaian Fasilitas Lainnya di Terminal [ enumpang :

3, CAfBLAMA ovrveveeeeeee e ier et re s es e Rp. 2.750.000,-/tahun

D, DENGKE! ovoovereeeerereiereieees s O Rp. 1.500.000,-/tahun

G KIOSIOGIO oovevrveerrcecrsiimsismsssis s - Rp. 25.000/M?/tahun

d. pencucian kenderaan

1), BUS BESAM .ouoeereeeeessresssssis s Rp. 10.000/sekali cuci
2). Mobil Penumpang Kota .........coueereeemrreninsisinnsissinsssnnssssnenans Rp. 5.000/sekali cuci
. BAMK correeeesee e Rp. 50.000/M?/tahun
'
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LAMPIRAN I

ATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
““NOMOR 04 TAHUN 2012
 TANGGAL :

' 5 Maret 2010
I T,ENTANG -RETRIBUSI JASA USAHA
3 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
No' Jenls RetnbUS| yang leenakan . Satuan Tarif (Rp)
1 | JASA PELABUHAN ' |
‘3. |Jasa Labuh e
|- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri . _ PerGT/Etmal 500 -
. |- Kapal AngKatan Laut LuarNegen oo o PerGT/Etmal 1.000,-
'b. [Jasa Tambat . it b B
| d. Speed Boat .
- 15HPs/d40HP Persekali Tambat 10.000,-
- 41HPs/d 120 HP Persekali Tambat 15.000,-
- 121 HP's/d 200 HP Persekali Tambat 20.000,-
- 200-HP'ke atas Persekali Tambat 25.000,-
‘| b. Kapal Motor /Kapal Layar Motor
- 1GTsld3GT Persekali Tambat 5.000,-
- 4GTs/d7GT . Persekali Tambat 10.000,-
- 8GTs/d34GT Persekali Tambat 30.000,-
1. 0. - 34GTkeatas o EL e b gkl Persekah Tambat 50.000,-
¢. | Tambatan Pinggiranfranig. = " e,
a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negen Per GT/ Etmal 500,-
b. Kapal Angkatan Laut Luar Negeri Per GT / Etmal 1.000 -
d. | Jasa Tambat Kapal di Dermaga untuk
Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan x)
Khusus ] ;
- Kapal yang Mengangkut bahan baku hasil Per GT / Etmal
‘produksi, peralatan penunjang untuk ' 500,-
kepentingan sendiri
.| JASA PELAYANAN DAN Ff«S]LITAS e WWW
| PELABUHAN \\ L e HE
% | Jasa Sandar Kapal Sungai ‘ --Pergfféfaﬁlng:;%:?pal 500,-
b. ~Jasa Sand aRMﬁSU‘*PeTébuhan
- -Pas Pemumpang > & < - - Perorangan 1.000,-
- Pas Pengantar-dan Lain-lain Perorangan 500,-
c. | Jaga TandaMasukKendaraan
- Kendaraan Golongan HA Per sekali masuk 500,-
- Kendaraan Golongan IIB * Per sekali masuk 1.000,-
- Kendaraan Golongan Il - _, Per sekali masuk 1.000,-
- Kendaraan Golong,_amq,ilvm S Per sekali masuk 1.500,-
. |- Kendaraan GolonganV. =~ Per sekali masuk 2.000 -
d. | Jasa Penumpukan Barang di Pelabuhan .
- Sefiap Ton:Barang - i Per M3 /hari 1.000,-
- Kerbau, Sapi, Babi_ Per ekor / hari . 1.000,-
|- Kambing,:Anjing. i Perekor/hari 500.-
- Ayam Unggas K Per ekor / hari 'T‘TOO,-




E;'l
[T TSewa Ruangan Pelabuhan
- Kantor Perusahaan Pelayanan/sejenisnya Per M2 / hari 7.500,-
- Kantor lainnya Per M2 / hari 4.000,-
- - Warung, Kantin dan Sejenisnya Per M2 / hari 3.000,-
.y ol 75.000,- + (biaya
g. | Jasa Listrik - ' Per bulan eksploitasi 25%)
h. | Jasa Informasi dan Layanan Air Bersih : Per Bulan 50.000,-
.| Dermaga Pompa Air _ Per tahun 100.000,-
. |- Jasa Alat Mekanik di Pelabuhan ‘ ~ Per sekali pakai 5.000,-
k. | Keramban lkan, Bangunan Terapung ' Per M2 / hari 1.000,-
P g BUPATI NIAS SELATAN,
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LAMPIRAN Ill PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR  : 04 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 Moret 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Besamya retribusi untuk pemotongan hewan adalah :

a) Lembu, Kerbau, Kuda, SEDESEr ......ovvveveereeeeeeoeoeeeoooeoeo) Rp. 50.000,-/ekor
b) Kambing atau domba SEDESar ...........ccovveeeveerevecreererserreeceerereer, Rp. 10.000,-/ekor
C)  Babi SEDESAI ......ovveeeieeeeeeeeeeee e Rp. 25.000,-/ekor
d) Babihutan sebesar ...... s s Rp. 10.000,-/ekor
e) Lembu, Kerbau untuk keperluan pesta sebesar ..........ccoevvvennene. Rp. 25.000,-/ekor
f)  Babi untuk keperluan pesta sebesar ........... ST Rp 10.000,-/ekor
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